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KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2017, maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa dan
Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam
melaksanakan tugasnya;, '

bahwa berdasarkan ﬁertimbangarl sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomeor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);




10.

5, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimaha telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaiamana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

‘Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Q15 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelplaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

JKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan.

Tim Pemeriksa dan Peperirﬁa Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sebagairnané dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan, sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang -
undangan,

b. Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK)
dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;

c. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa;
dan

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan
pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 17 Maret 2017
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